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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sekayu tahun
2021 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan
Negeri Sekayu selama tahun 2021 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi
secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Sekayu baik yang telah berhasil
maupun yang belum berhasil dicapai.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
3112/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal. 13 Desember 2021 serta memperhatikan Peraturan
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Sekayu
beserta analisis capaiannya selama tahun 2021. Secara umum target kinerja
Pengadilan Negeri Sekayu telah berhasil dicapai dengan baik, Dan ini akan digunakan
sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah
perbaikan untuk tahun berikutnya.

Kami berharap agar LK]IP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh
pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu dalam meningkatkan kinerja di masa
yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Sekayu dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2024 telah
menetapkan visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Sekayu Yang Agung’.Visi tersebut
merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print)
Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia
Yang Agung”.

Penetapan visi Pengadilan Negeri Sekayu tersebut lahir dari sebuah keyakinan
bahwa langkah awal untuk mewujudkan Badan Peradilan yang agung adalah dengan cara
membersihkan seluruh aparatur pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan
nepotisme serta praktek mafia peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian, seperti dari
segala bentuk campur tangan pihak lain, baik terhadap struktur kelembagaan maupun
dalam menyelenggarakan proses peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama
hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih dapat juga berarti
kemandirian atau sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap
peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah melakukan upaya
yang nyata yaitu turut berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik
(good public governance) menuju GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNANCE
atau dalam saduran bahasa Indonesia berarti bermakna tata kepemerintahan yang baik
atau penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo);

Martabat badan peradilan melahirkan kewibawaan yang tercermin dari performance
lembaga, produk dan integritas aparaturnya.Penampilan pengadilan sebagai lembaga
peradilan negara yang representative sangat penting untuk menambah kewibawaan
pengadilan, demikian pula produk pengadilan, baik berbentuk putusan maupun penetapan,
wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian
hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dukungan sumber daya manusia yang
professional dan memiliki integritas moral tinggi juga sangat menentukan dalam
mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan. Dengan strategi tersebut diharapkan
akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang pada gilirannya akan
menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan empat misi utama yang dipandang
sebagai langkah yang amat penting dan strategis untuk dilaksanakan karena mendasari
seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang secara khusus untuk lingkungan Pengadilan
Negeri Sekayu yakni :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sekayu

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sekayu



4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sekayu

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Sekayu terdiri dari kinerja di bidang
pelayanan hukum dan kinerja di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan
hukum. Meskipun tidak diuraikan secara rinci, kinerja di bidang pelayanan hukum
dimasukkan ke dalam rencana dan penetapan kinerja tahunan serta laporan kinerja tersebut
adalah untuk menepis anggapan bahwa program kerja yang harus ditetapkan dan
dilaporkan dalam LKjIP hanyalah program kerja yang ada kaitannya dengan anggaran saja
karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengadilan Negeri Sekayu
berpendapat bahwa anggapan tersebut kurang tepat karena akuntabilitas adalah kewajiban
untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta
tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memliki
hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban, menyangkut
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang mencakup keseluruhan aspek
tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah laku birokrasi
termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap
lingkungan dan masyarakat keseluruhan.

Dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan sebagaimana harapan
Publik akan wujud wibawa peradilan yang agung, murni, bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka Pengadilan Negeri Sekayu telah mencanangkan Zona Integritas dalam
mewujudkan rasa keadilan yang penuh rasa tanggung jawab serta berwibawa bagi pencari
keadilan.

Dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung serta memiliki rasa keadilan yang
mengedepankan keadilan yang hakiki, dan berkomitmen melayani tanpa dilayani
sebagaimana Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Wilayah Bebas dari Korupsi serta
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka tidak hanya unsur stakeholder Pengadilan
Negeri Sekayu namun juga seluruh elemen lapisan Pengadilan Negeri Sekayu memiliki
nafas yang sama dalam melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Semoga semboyan Stop Korupsi, Stop Gratifikasi, Stop mafia Peradilan, dan lain-
lain, tidak hanya menjadi slogan semata namun semangat Reformasi bisa sejalan dengan
semangat dan jiwa sejati Hukum yang hadir untuk menyempurnakan ritus perjalanan
manusia menuju kesempurnaan. Melahirkan satu tatanan sosial yang berkeadilan dan
berkeadaban. Sebagai spirit, Dewi Keadilan adalah mimpi bagi pendamba keadilan
dimanapun, tak terkecuali di Indonesia.

Sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang tertuang dalam surat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
No.239/1X/6/8/2003, maka kinerja Pengadilan Negeri Sekayu dievaluasi melalui Indikator

Kinerja masukan (input), keluar (oufput), dan hasil (outcomes) dengan mengkomparasikan



antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja sasaran dan kegiatan pada

tahun 2021.

Adapun aspek akuntabilitas keuangan, dan total anggaran yang tercantum dalam
DIPA 01 (Unit organisasi Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Ditjen Badilum) tahun

2021 sebesar :

1. DIPA 01 : Rp. 5.271.802.000- (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan
Ratus Dua Ribu Rupiah) adapun rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Anggaran DIPA 01 TA 2021

‘nol  JENIS Gl AR AT
_NO__ BELANJA | PAGU | REALISASI SISA | PERSENTASE
Belanja n
1 1p egawai Rp. 3.919.462.000 | Rp.3.913.793.579| Rp. 5.668.421 99.86%
2 g:'raa';’ga Rp. 1.287.340.000 | Rp.1.275.014.192 | Rp. 12.325.808 99.04%
3 |peana R, 65.000.000| Rp. 64.950.000| Rp.  50.000 99.92%
JUMLAH | Rp. 5.271.802.000 | Rp. 4.253.757.771 | Rp. 18.044.229 99.66%
2. DIPA 03 : Rp. 214.328.000,- (Dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah) adapun rincian sebagai berikut:
Tabel 2. Realisasi Anggara DIPA 03 TA 2021
Noll adENIS: PAGU REALISASI SISA PERSENTASE
1 Belanja i i i i
Pegawai
2 | Belanja Barang | Rp. 214.328.000 | Rp. 204.761.100 | Rp. 9.566.900 95.54 %
3 | Belanja Modal - - - -
JUMLAH '-Rp.-.-21'4i3'28:noq_ Rp. 204.761.100 | Rp. 9.566.900 95.54 %

Maka tingkat keberhasilan penyerapan anggaran ini dianggap telah memenuhi

standar karena penyerapan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh sistem penganggaran

berbasis kinerja yang mulai tersusun dengan cukup baik dari tahun ke tahun. Pencapaian

kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2021 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Pencapaian Kinerja Masing — Masing Sasaran Tahun 2021

Tabel 3. Sasaran Srategis 1

Diselesaikan

: SASARAN STRATEGIS 1
_TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANFARAN DAN AKUNTABEL
INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
Persentase Sisa Perkara Perdata yang
80% 100% 125%




15 i SASARAN STRATEGIS 1 bdmisl
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANFARAN DAN AKUNTABEL
'INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan 100% 100% 100%
Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang
i 100% 100% 100%
Diselesaikan
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan SHiR
Q, [+)
Tepat Waktu ’ s 134%
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan
90% 84.6% 94%
Tepat Waktu
Persentase Perkara Pidana Khusus yang
_ . 90% 95.24% 106%
Diselesaikan Tepat Waktu
Presentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya
. 85% 96.3% 120%
Hukum Banding
Presentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya
) 90% 98.32% 109%
Hukum Kasasi
Presentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya
o . 95% 99.85% 105%
Hukum Peninjauan Kembali
Persentase Perkara Pidana Anak yang
, , o 10% 0% 0%
Diselesaikan dengan Diversi
Index Kepuasan Pencari Keadilan 85% 97.15% 115%

Tabel 4. Sasaran Strategis 2

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN

Perséntése”églihgh Putusan Pe;rkéré Perdata yéng = ! = '

_— " 100% 100% 100%
dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang

_— . 100% 100% 100%
dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui

2% 0% 0%

Mediasi




Persentase Berkas Perkara yang imohon‘kan |
Banding, Kasasi dan PK yang diajukan Secara 85% 100% 118%
Lengkap dan Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara 60% 100% 167%
Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Tabel 5. Sasaran Strategis 3

INI KI

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

60 66,7 111,2

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel 6. Sasaran Strategis 4

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 2 5 o
Ditindak Lanjuti (Dieksekusi) 4% 0% 0%

It &

el
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) adalah salah satu rangkaian
kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi
dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.
Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP), selain
sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun
anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada
tahunberikutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) tahunan merupakan bahan
untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih
tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pengadilan Negeri Sekayu sangat menyadari bahwa perubahan, penyesuaian serta
pembaruan peradilan yang sedang dan akan terus dilakukan harus tetap berorientasi
kepada kepentingan publik untuk mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan
berkeadilan. Kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan maupun
proses peradilan, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan
hukum yang profesional, berwawasan ke depan dan memiliki integritas moral yang tinggi,
dan tersedianya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan
hukum yang representatif, serta peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai
dengan tuntutan managemen modern dalam horizon keterbukaan informasi (transparancy),
akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Salah satu bentuk pembenahan dan wujud respon Pengadilan Negeri Sekayu dalam
menjawab tantangan perubahan ke arah yang lebih baik adalah menciptakan kinerja yang
akuntabel, sesuai dengan TAP-MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) jo. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu Pengadilan Negeri Sekayu
sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum di
bawah Mahkamah Agung RI telah menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2021
sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan pencapaian
sasaran tahun 2021 dalam rangka pencapaian tujuan dan visi Pengadilan Negeri Sekayu
pada khususnya dan visi Mahkamah Agung pada umumnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Sekayu berpedoman pada
perencanaan strategis yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan

lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal sedangkan dalam mewujudkan visi,
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tujuan dan sasarannya, Pengadilan Negeri Sekayu telah merumuskan langkah-langkah
strategis berbentuk misi, kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun secara lebih

sistemik, lebih terukur dan tepat sasaran.

B. TUGAS DAN FUNGSI
Tugas pokok Pengadilan Negeri Sekayu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor : 5 tahun 2004 Undang-undang Nomor: 3 tahun 2009, Undang-Undang

Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-

undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 menyebutkan

bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus,
menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Di samping tugas dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Sekayu mempunyai fungsi
antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam
tingkat pertama (vide: Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986).

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang
hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1)
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.
8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. KMA Nomor
KMA/080/VIII/20086).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan

tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusitadidaerah hukumnya (vide : Pasal
53 ayat (1) dan (2) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang
telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
Jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan petunjuk, tegoran, dan peringatan, yang
dipandang perlu (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 1986
sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang
Nomor 49 Tahun 2009 Jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan
persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum /
perlengakapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo.
KMA Nomor : 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
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6. Fungsi Lainnya:

e Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta

memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan

transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMAISKII/2011, tanggal 5 Januari 2011 tentang
Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi

Pengadilan Negeri Sekayu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
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Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sekayu
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D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan

Negeri Sekayu adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab | Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dudukan, tugas, fungsi, struktur

organisasi dan sistematika penyajian.

Bab Il Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Meliputi Rencana Strategis 2021-2024 Pengadilan Negeri Sekayu, menjelaskan Visi

dan Misi serta sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok di Pengadilan

Negeri Sekayu serta Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kerja Tahun 2022

Pengadilan Negeri Sekayu.

Bab Ill Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021
A. Capaian Kinerja Organiasasi

1.
2.

Target dan realisasi kinerja tahun 2021

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan
tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja 2022

Bab IV Penutup
Uraian kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan

dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Kesimpulan

2. Rekomendasi
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Lampiran
1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) TA 2022;
. Reviuw Rencana Strategis Tahun 2021-2024;
. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, 2022 dan 2023;
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan 2022;
Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021

SIS N
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BAB I
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2021-2024 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan
pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-
undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Reformasi Birokrasi sebagai pembaharuan menuju suatu paradigma baru terhadap
tatanan hukum di semua satuan kerja Pengadilan Negeri dibawah Mahkamah Agung,
adalah harga mutlak demi terciptanya Pengadilan yang mengedepankan rasa keadilan
yang absolut, dan mengesampingkan keinginan, asa dan rasa yang bersifat
kepentingan pribadi maupun golongan.

Zona Integritas yang merupakan awal terbentuknya Reformasi Birokrasi menuju
terbentuknya suatu sistem tatanan lembaga Peradilan yang baik, hal tersebut harus
didukung oleh semua unsur warga Pengadilan Negeri Sekayu.

Pencanangan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sekayu yang dilaksanakan
pada tanggal 28 Nopember 2018 membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Sekayu tidak
main-main dalam memberikan rasa keadilan yang penuh serta berwibawa bagi pencari
keadilan, sebagaimana hal ini juga tertuang dalam semangat Reformasi Birokrasi (RB)
yang senantiasa mengedepankan Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, serta Bersih
dan Bebas KKN.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Sekayu diselaraskan dengan arah
kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional
Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) 2021-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi
pada tahun 2021-2024.

1. VISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri
Sekayu. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Sekayu adalah:
* Terwujudnya Pengadilan Negeri Sekayu Yang Agung “

LkjIP Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2021 | 6




Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu menetapkan misi yang

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan.

. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il adalah sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sekayu;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan:
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sekayu;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sekayu:

. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain
itu, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat
menunjukkan status kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan,
tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan
dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Sekayu, serta indikator
kinerja tujuan yang mendukung adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

1.1. Persentase penyelesaian perkara
1.2. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum :
» Banding

» Kasasi
» Peninjauan kembali
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparat Pengadilan Negeri
Sekayu.
3.1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
3.2. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan tepat waktu
3.3. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara on line
3.4. Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi pengadilan
yang tersedia
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Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan
pernyataan misi yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu
keberhasilan dan hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal
maupun global.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan
dengan arah kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan
Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak biru (Blue Print) Pembaharuan
Peradilan Republik Indonesia 2010-2035, telah dirumuskan Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2021 - 2024 sebagai penjabaran atas visi dan misi
Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan
program dan kegiatan dalam konteks kewenangan Pengadilan Negeri Sekayu.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun
2021-2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sekayu
adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah
proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sekayu agar terlaksana
secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini
harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan
mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran,
tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang,
pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan
pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya,
serta perspektif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan.
Dengan cara ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih
berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai
perubahan yang bergerak cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun
eksternal.

Secara garis besar renstra Pengadilan Negeri Sekayu memuat dua pilar utama

program Pengadilan Negeri Sekayu di bidang tugas pokok dan fungsinya, yakni :
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Pertama, memberikan pelayanan hukum dan keadilan.

Kedua, pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum.
Program di bidang pemberian jasa pelayanan hukum dan keadilan disebut dengan
program kerja bidang teknis yustisial, sedangkan program kerja di bidang
pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum disebut dengan
program kerja bidang non teknis yustisial.

Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Sekayu yang berhubungan langsung dengan kebutuhan
masyarakat dalam penyelesaian perkara. Program dibidang ini tidak secara
langsung berkaitan dengan pengelolaan anggaran, namun langsung bersentuhan
dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan, sementara program
kerja di bidang non teknis peradilan sebagian besar berkaitan langsung dengan
anggaran, terutama dalam hal pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara
pelayanan hukum dan sebagian lagi tidak langsung berkaitan dengan anggaran,
seperti penatakelolaan sumber daya manusia, tata persuratan, publikasi transparansi
informasi, dan lain-lain.

Perumusan rencana strategis yang memuat program utama di bidang teknis
peradilan dan non teknis peradilan tersebut bertujuan untuk menepis sebagian
anggapan perumusan renstra, rencana Kkinerja, penetapan kinerja yang mesti
dipertanggungjawabkan dalam laporan akuntabilitas kinerja, hanyalah sebatas
program yang berkaitan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA saja, dalam
persepsi ini maka pencapaian kinerja suatu lembaga secara limitative hanya diukur
dan kemampuan penyerapan anggaran di bidang pengelolaan prasarana dan sarana
belaka. Padahal secara filosofis urgensi keberadaan lembaga peradilan dalam
kehidupan masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan,
meskipun dalam hal tertentu tidak bisa dipisahkan dengan pengelolaan prasarana
dan sarana pelayanan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, maka perumusan rencana
strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana dan penetapan kinerja
serta pelaporan akuntabilitas kinerja harus memuat seluruh program utama lembaga
peradilan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.

Penyusunan renstra ini meliputi penetapan visi, misi, sasaran dan program
dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif Stake holder, sehingga dapat
mengarahkan Pengadilan Negeri Sekayu dalam pengambilan keputusan tentang
masa depan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan
menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan. Rasa keadilan, baik keadilan hukum
maupun keadilan masyarakat. Kemandirian dari segi finansial untuk mengatur rumah
tangga sendiri sesuai dengan kebutuhan pelayanan hukum yang prima bagi

masyarakat masih dalam proses, hal mana sangat tergantung kepada keinginan
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politik dan dukungan segenap pemegang kekuasaan. Namun kemandirian di dalam
menentukan dan mengelola anggaran sendiri menjadi salah satu program prioritas
badan peradilan tahun 2021-2024.

. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah
menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan
kebijakan, program dan kegiatan Kebijakan merupakan ketentuan yang telah
ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi seluruh aparatur Pengadilan
Negeri Sekayu dan masyarakat pencari keadilan agar tercapai kelancaran dan
keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program
merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.Kegiatan merupakan
usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan
dicapai melalui Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok dalam program ini adalah pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

d. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Program meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan bertujuan
untuk penyelesaian seluruh perkara yang ditangani harus selesai dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan setelah perkara diregister dan mendorong Putusan

Perkara Perdata yang dapat ditindak lanjuti atau dieksekusi.
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja

utama digambarkan sebagai berikut :

Tabel 7. Hubungan antara Sasaran dengan Indikator Kinerja

No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Penjelasan
. 1. :.T.e.rwujudnya. Prés-e-sl ' .P.'e-rsen.tése ‘Si.sa Perka-r_a; 'F’erda-tél IPerlsentase he..r”t“)ahdihgan jumlah.
Peradilan yang Pasti, | yang Diselesaikan sisa perkara perdata yang
Transparan dan diselesaikan dengan jumlah sisa
Akuntabel perkara perdata yang harus
diselesaikan
2. Persentase Sisa Perkara Pidana | Persentase perbandingan jumlah
yang Diselesaikan sisa perkara pidana yang
diselesaikan dengan jumlah sisa
perkara pidana yang harus
diselesaikan
3. Persentase Sisa Perkara Pidana | Persentase perbandingan jumlah
Khusus yang Diselesaikan sisa perkara pidana khusus yang
diselesaikan dengan jumlah sisa
perkara pidana yang harus
diselesaikan
4, Persentase Perkara Perdata Persentase perbandingan jumlah
yang Diselesaikan Tepat Waktu | perkara perdata yang
diselesaikan tepat waktu
dengan jumlah perkara perdata
yang ada
5. Persentase Perkara Pidana yang | Persentase perbandingan jumlah
Diselesaikan Tepat Waktu perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu dengan
jumlah perkara pidana yang ada
6. Persentase Perkara Pidana Persentase perbandingan
Khusus yang Diselesaikan Tepat | jumlah perkara pidana khusus
Waktu yang diselesaikan tepat waktu
dengan jumlah perkara pidana
yang ada
7. Presentase Perkara yang tidak Persentase perbandingan jumlah
Mengajukan Upaya Hukum perkara yang diputus tidak
Banding mengajukan upaya hukum
banding dengan perbandingan
jumlah putusan perkara
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No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Penjelasan
8; | T —— Preseﬁt_as'é ﬁefkéfa yéhg .tid'eik_ = _F;ersentaseperbandlngan jumlah
Mengajukan Upaya Hukum perkara yang diputus tidak
Kasasi mengajukan upaya hukum
kasasi dengan perbandingan
jumlah perkara yang diputus
pada tahun berjalan
9. Presentase Perkara yang tidak Persentase perbandingan
Mengajukan Upaya Hukum jumlah perkara yang diputus tidak
Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukum PK
dengan perbandingan jumlah
perkara yang telah diputus
10. Persentase Perkara Pidana Anak | Persentase perbandinga jumlah
yang Diselesaikan dengan perkara pidana anak yang
Diversi diselesaikan secara diversi
dengan jumlah perkara pidana
anak
11. Index Kepuasan Pencari Persentase perbandingan jumlah
Keadilan responden yang puas terhadap
layanan peradilan dengan jumiah
responden pencari keadilan
12. | Peningkatan Persentase Salinan Putusan Persentase perbandingan
Efektivitas Perkara Perdata yang dikirim jumlah salinan putusan perkara
Pengelolaan kepada Para Pihak tepat waktu perdata yang dikirim kepada para
Penyelesaian pihak tepat waktu dengan jumlah
Perkara perkara yang diputus
13 Persentase Salinan Putusan Persentase perbandingan
Perkara Pidana yang dikirim jumlah salinan putusan perkara
kepada Para Pihak tepat waktu pidana yang dikirim kepada para
pihak tepat waktu dengan jumlah
perkara yang diputus
14. Persentase Perkara yang Persentase perbandingan
Diselesaikan Melalui Mediasi jumlah perkara yang
diselesaikan melalui mediasi
dengan jumlah perkara yang
dilakukan mediasi
185. Persentase Berkas Perkara yang | Persentase perbandingan jumlah

Dimohonkan Banding, Kasasi
dan PK yang diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu

berkas yang diajukan banding
dan PK secara lengkap dengan
jumlah perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan PK
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No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan

16. . N Perséntése Putusan P'e..rk.aré o Persentase pérbéﬁdingan

yang Menarik Perhatian jumlah putusan perkara yang

Masyarakat yang Dapat Diakses | menarik perhatian masyarakat

Secara Online dalam Waktu 1 yang diupload dalam website

Hari Setelah Putus dengan jumlah perkara yang
menarik perhatian masyarakat
yang di putus.

17. | Meningkatnya Akses | Persentase Pencari Keadilan Persentase perbandingan jumlah
Peradilan bagi Golongan Tertentu yang pencari keadilan golongan
Masyarakat Miskin Mendapat Layanan Bantuan tertentu yang mendapatkan
dan Terpinggirkan Hukum (Posbakum) layanan bantuan hukum dengan

jumlah pencari keadilan golongan
tertentu

18. | Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Persentase perbandingan jumlah
Kepatuhan terhadap | Perdata yang Ditindak Lanjuti perkara yang telah di eksekusi
Putusan Pengadilan | (Dieksekusi) dengan jumlah putusan perkara

BHT dan dimohonkan eksekusi.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 menjabarkan sasaran dan program
yang telah ditetapkan berdasarkan renstra 2021-2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
tahun 2021 telah disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan
anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh
Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan, serta menjadi komitmen
seluruh komponen pada Pengadilan Negeri Sekayu untuk mencapainya dalam tahun
2021.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2021
memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021, indikator
kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator
kinerja dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator input,
output dan outcome. Penetapan Indikator Kinerja-Indikator Kinerja ini didasarkan pada
perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan,
serta data pendukung yang tersedia dilingkungan Pengadilan Negeri Sekayu, sehingga
keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan
pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 2021. Selain itu,
dokumen rencana kerja tahunan (RKT) memuat informasi mengenai keterkaitan
kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
setiap bidang dan bagian lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu.
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Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian satu
Indikator Kinerja tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber
dana, akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program
dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dengan
demikian, keberhasilan mengenai terlaksana atau terwujudnya suatu kegiatan tidak
dapat diklaim sebagai hasil dari satu sumber dana atau oleh satu pihak saja.

Mengingat pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2021 ini merupakan bagian dari
kinerja tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun selanjutnya, maka sangat sulit dan
hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja
Pengadilan Negeri Sekayu sampai pada tingkat atau Indikator Kinerja benefit dan
impac, oleh sebab itu penilaian hanya akan dilakukan sampai pada tahap outcome
(hasil).
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D.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Perjanjian kinerja diperlukan sebagai suatu patokan target kinerja yang akan

dikerjakan dan diselesaikan dalam suatu pekerjaan. Perjanjian kinerja tahun 2021

mengalami perubahan, artinya tidak sesuai dengan rencana kinerja tahun 2021 yang
disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Adanya perubahan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah
Agung RI. sehingga harus menyesuaikan rencana yang sudah dibuat dengan
peraturan yang baru. Hal ini telah dilakukan reviu terhadap penetapan kinerja.

2. Terjadinya perubahan anggaran yang telah diusulkan dengan kenyataan yang
diterima.

3. Dengan demikian rencana kinerja tahun 2021 disesuaikan dengan anggaran yang
diterima.

Tabel 9. Perjanjian Kinerja tahun 2021
(fn)l o emengianso o el (R
1| Terwujudnya Proses Peradilan _
. Persentase Sisa Perkara Perdata yang
yang Pasti, Transparan dan . _ 80%
Diselesaikan
Akuntabel
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang
] 100%
Diselesaikan
3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus
100%
yang Diselesaikan

4. Persentase Perkara Perdata yang _—

Diselesaikan Tepat Waktu °

5. Persentase Perkara Pidana yang 900

Diselesaikan Tepat Waktu d
6. Persentase Perkara Pidana Khusus yang .
Diselesaikan Tepat Waktu ’
7. Presentase Perkara yang tidak
. 85%
Mengajukan Upaya Hukum Banding
8. Presentase Perkara yang tidak &
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi °
9. Presentase Perkara yang tidak
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan 95%
Kembali
10. Persentase Perkara Pidana Anak yang 10%
Diselesaikan dengan Diversi °
11. Index Kepuasan Pencari Keadilan 85%
12. | Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang dikirim kepada Para Pihak 100%
Perkara tepat waktu
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No.|  SasaranStrategis | ~Indikator Kinerja | Target
13 3| RGO ol hin b bl et JPersentasesaimanPutusanﬁerkara o s D e
Pidana yang dikirim kepada Para Pihak 100%
tepat waktu
14. Persentase Perkara yang Diselesaikan 294
Melalui Mediasi
15. Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK —
yang diajukan Secara Lengkap dan Tepat
Waktu
16. Persentase Putusan Perkara yang Menarik
Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses .
Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus
17. | Meningkatnya Akses Peradilan Persentase Pencari Keadilan Golongan
bagi Masyarakat Miskin dan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan | 60%
Terpinggirkan Hukum (Posbakum)
18. | Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata yang 4%
terhadap Putusan Pengadilan Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)
Kegiatan Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 5.201.802.000,-
Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 65.000.000,-
Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 214.328.000,-
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BAB il
AKUNTABILITAS KINERJA

A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi,
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan daam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan
reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk
memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2021,
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah
ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan
pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum
tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing Indikator
Kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini :

A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Berikut ini adalah tabel hasil pengukuran target dan realisasi serta hasil capain

kinerja Pengadilan Negeri Sekayu dalam tahun 2021
Tabel 10. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

No. | Sasaran Strategis | IndikatorKineria | Te/0t | Rewisast | Capatan
1.. | Ten;r'ujudnya Prosés | Perséntaéé Sisa Pérkéra . T T
Peradilan yang Pasti, | Perdata yang Diselesaikan
80 100 125
Transparan dan
Akuntabel
2. Persentase Sisa Perkara
2 : : 100 100 100
Pidana yang Diselesaikan
3. Persentase Sisa Perkara
Pidana Khusus yang 100 100 100
Diselesaikan
4, Persentase Perkara Perdata
yang Diselesaikan Tepat 70 93,5 134
Waktu
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No.

 Indikator Kinerja

| Target
| (%)

Realisasi

Capaian

| Persentase perkara pidana

yang diselesaikan tepat

waktu

90

84.6

94

Persentase perkara Pidana
Khusus yang Diselesaikan
Tepat Waktu

90

95.24

106

Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

85

96.3

120

Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

90

98.32

109

Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali

95

99.85

105

10

Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi

10

11.

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

85

97.15

115

12.

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat
waktu

100

100

100

13.

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat
Waktu

100

100

100

14.

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui Mediasi

15.

Persentase Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu

85

100

118

16.

Persentase Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat
Diakses Secara Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus

60

100

167
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17. Menlngkatnya Akses Persentase Pencari Keadilan |
Peradilan bagi Golongan Tertentu yang 60
Masyarakat Miskin Mendapat Layanan Bantuan
dan Terpinggirkan Hukum (Posbakum)
18. | Meningkatnya Persentase Putusan Perkara
Kepatuhan terhadap | Perdata yang Ditindak lanjuti 4 0 0
Putusan Pengadilan (Dieksekusi)

Adapun pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan rumus perbandingan antara
realisasi dengan target :

Realisasi
Capaian = —e—semee: X 100%
Target

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun
sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sekayu. Peningkatan
penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sekayu, direalisasikan dengan program
Peningkatan Manajemen Peradilan dan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Untuk
mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja yang
harus diselesaikan. Perbandingan Pencapaian target Indikator Kinerja sasaran pada
tahun 2021 terhadap tahun sebelumya dapat digambarkan sebagai berikut:

SASARAN | : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN
DAN AKUNTABEL

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara yang pasti, transparan dan akuntabel pada
tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 11. Sasaran Penyelesaian Perkara 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANFARAN DAN AKUNTABEL

NO INDIKATOR KINERJA REALISASI | CAPAIAN

R 132 _ o (%) | (%)

1 Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 80 100 125

2 Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan 100 100 100

3 Pt‘ersentafse Sisa Perkara Pidana Khusus yang 100 100 100
Diselesaikan
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat

J u\?:;z erdata yang Diselesaikan Tepa - 100 A
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TERWUJUDNYA PRGSES PERADILAN YANG PASTI, TRANFARAN DAN AKUNTABEL

A . TARGET | REALISASI | CAPAIAN
NO INDIKATORg NERJA )
| [{ R e T & ) ] ) | (k)
5 Persentase perkara pidana yang dlselesaakan tepat 90 100 111
waktu
Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan
6 | Tepat Waktu 90 100 111
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
7 Hukum Banding 85 94,7 1.4
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya
? Hukum Kasasi 90 96,7 107.4
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
g Hukum Peninjauan Kembali 95 98,8 104
10 Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan 10 0 0
dengan Diversi
11 Index Kepuasan Pencari Keadilan 85 97.15 115

Analisis terhadap pencapaian 11 (Sebelas) indikator kinerja dari sasaran pertama
adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
Pada indikator kinerja ini dipresentasikan bahwa jumlah sisa perkara perdata yang

diselesaikan berbanding dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

x 100%
Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan

Adapun target indikator kinerja pada tahun 2021 sebagaimana yang telah
ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahu 2021 adalah sebesar 80%.

Tabel 12. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Target | Realisasi | Capaian

_ Indikator|Kinerja. O A

Persentase Sisa Perkara Perdata yang

Diselesaikan 80 100 125
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Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 13. Sisa Perkara Perdata

2021 | 2021

Sisa Perkara Perdata 8 14

Jumlah sisa perkara perdata pada tahun 2021 sebanyak 8 perkara dan sisa
perkara perdata pada tahun 2021 sebanyak 14 perkara, bertambahnya sisa perkara
dikarenakan perkara tersebut didaftarkan pada bulan-bulan akhir tahun. Untuk
penyelesaian sisa perkara perdata tersebut telah diselesaikan seluruhnya hingga
capaian indicator kinerjanya sebesar 100%.

Berikut ini table keadaan sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2021

perbulannya :
Tabel 14. Keadaan Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Pada Tahun 2021 Perbulannya
| gy | Sis2BuEnSoboumnya | masuk | puws | sisa
 No | Bulan j— e T T e e T T T
| R e | AR [Teer| [Sel| | Epe) [l [HeT| ER S
1. Jan 8 0 0 1 2 12 1 0 0 8 2 12
2, Feb 8 2 12 2 0 6 0 2 1 10 0 8
3. Mar 10 0 7 1 1 16 1 1 14 10 0 9
4, Apr 10 0 9 1 0 10 2 0 10 9 0 9
5. Mei 9 0 9 2 1 5 0 0 9 11 1 5
6. Jun 1 1 5 1 1 7 2 2 7 10 0 9
7. Jul 10 0 9 1 2 6 3 1 13 8 1 2
8. Agus 8 1 2 1 0 0 2 1 2 7 0 0
9. Sep 7 0 0 5 3 1 2 2 0 10 1 1
10. Okt 10 1 1 2 0 0 3 1 1 9 0 0
11. Nov 9 0 0 5 4 3 1 3 1 13 1 2
12. Des 13 1 1 4 3 1 4 3 3 13 1 0
Jumlah 113 , 6 55881065 ;.- 1771 -I _. 21 16 | 71 | 118 | 7 | s7

o ad b 'y il [Ty e FRE I-L__ =l AR |t : 1L s Bk
Keterangan G = Gugatan, P = Permohonan, GS = Gugatan Sederhana
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Keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2021 setiap

bulannya sebagai berikut :

16

14

12

10

~Jan
u Feb
o Mar

uApr

o Mei
& Jun
u Jul

B Agus
m Sep
H Okt

b il

Sisa Bulan Sebelumnya Putus Sisa Akhir

HNov

GS

GS

GS

E Des
Gambar 2. Keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2021

Perkara perdata masuk dan yang diselesaikan pada tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 15. Perkara perdata masuk dan yang diselesaikan pada tahun 2021

Perkardata :

1. Gugatan & Gugatan 97 84
Sederhana
2. Permohonan 17 16

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Masuk Selesai

2021

B Gugatan & Gugatan Sederhana = Permohonan

Gambar 3. Perkara perdata masuk dan yang diselesaikan pada tahun 2021
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Table keadaan sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2021
perbulannya :

Tabel 16. Keadaan Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan Pada Tahun 2021 Perbulannya

1 Jan 3 1 6 0 1 4 1 1 6 2 1 4
2 Feb 2 1 4 6 2 1 1 3 3 7 0 2
3. Mar 7 0 2 2 0 0 2 0 1 7 0 1
4. Apr 7 0 1 4 0 0 0 o 1 1 0 0
5. Mei 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0
6. Jun 12 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
7. Jul 11 0 0 1 1 1 5 1 i} 7 1] 1
8. Agus 7 0 1 1 1 15 0 1 3 8 0 13
9. Sep 8 0 13 2 0 14 0 0 13 10 0 14
10. Okt 10 0 14 2 1 26 1 1 19 1 0 21
1. Nov 11 0 21 3 1 0 2 1 18 12 0 3
12 Des 12 0 3 0 2 1 4 2 4 8 0 0

)l L

terang G= Gugatn, P= Permoho. GS = Gugatan Sederhana

Dibandingkan dengan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu
tahun 2021 adalah sebagai berikut :

(e ]

W

m Il
| il !
i - IL 'l-“';“l'i—;'-"'l-*—,_;; .-I{Lli’_:f_dl;h: f j | .ﬂ;_le

G ; GS GS
ScaBulan Sebeumnya Futus Sma Akl

mian @ fFets EMMar BA EMe Biun miul Agus mSep MOkt = MNory E Dec

Gambar 4. keadaan sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2021 perbulannya
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Perbandingan Perkara Perdata antara Tahun 2021 dengan tahun 2021 :
Tabel 17. Perbandingan Perkara Perdata Antara Tahun 2021 Dengan Tahun 2021

Sederhana
2. Permohonan

2200

Aasuk Sdesal

mGugaon & GugutenSecerhana @ Permohonzn

Gambar 5. Perbandingan Perkara Perdata antara Tahun 2021 dengan tahun 2021

Indikator 2 : Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantifikasikan sebagai perbandingan antara jumlah sisa
perkara pidana yang diselesaikan dengan jumla sisa perkara yang harus diselesaikan,
difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan
x 100%

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan

Adapun target indikator kinerja pada tahun 2021 sebagaimana yang telah
ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%.

LkjIP Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2021 | 35



Tabel 18. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

100 100 100

Persente Sisa rkara Pidana yang
Diselesaikan

Pada tahun 2021, capaian penyelesaian perkara pidana sebesar 100%. Capaian
ini menandakan kosistensi penyelesaian sisa perkara pidana yang diselesaikan pada
tahun 2021.

Keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2021 untuk
Perkara Pidana Biasa adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2021

:H‘l s 2

1.

2. Febuari 59
3. Maret 59
4. April 81
5. Mei 84
6. Juni 95
7. Juli 99
8. | Agustus 77
9. | September 65
10.| Oktober 67
11. | November 75

|
i~

Keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2020 dan 2021

o Deserbo
< 10%

ic

jika kita tuangkan dalam tabel diagram akan tampak sebagai berikut :

Wi

(55
Fer 20 58 T =7 L7 55
-

Soa AT SO b a3 % £l

Gambar 6. Keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2021
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Adapun sebagai perbandingan perkara pidana yang masuk ditambah sisa perkara
dengan perkara yang diputus pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Perbandingan Perkara Pidana Yang Masuk Ditambah Sisa Perkara
—————

1

| Pidana Biasa dan
1. | sisa perkara yang 758 599 645 524
diputus

Masuk 2020 Masuk 2021 Sele<ail2D20 Selec3i2021
m Pidana Biass don ssa perkaoro

758 529 645 52&
yang diputus

Gambar 7. Perbandingan Perkara Pidana Yang Masuk Ditambah Sisa Perkara

Pada Gambar 7 diatas terlihat bahwa perkara dalam tahun 2021 lebih sedikit dari
tahun 2020 sehingga hal ini berdampak pada penyelesaian perkara yang terpadu pada
Pengadilan Ngeri Sekayu.

Berikut adalah tabel upaya hukum perkara pidana biasa pada kepaniteraan
pidana tahun 2020 dan tahun 2021 :

Tabel 21. upaya hukum perkara pidana biasa pada kepaniteraan pidana tahun 2020 dan tahun 2021

526 411 23 28 24 11 0 2
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Gambar 8. upaya hukum perkara pidana biasa pada kepaniteraan pidana tahun 2021 dan tahun 2021

Indikator 3 : Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantifikasikan sebagai perbandingan antara jumlah sisa
perkara pidana khusus yang diselesaikan dengan jumla sisa perkara pidana khusus
yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Sisa Perkara Pidana khusus yang Diselesaikan

x 100%
Jumlah Sisa Perkara Pidana khusus yang harus diselesaikan

Adapun target indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebagaimana yang telah
ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%.

Tabel 22. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang
Diselesaikan

Pada tahun 2021, capaian penyelesaian perkara pidana khusus sebesar 100%.
Capaian ini menandakan kosistensi penyelesaian sisa perkara pidana yang
diselesaikan pada tahun 2021.

Keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2021 untuk
Perkara Pidana khusus adalah sebagai berikut :
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Tabel 23. Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2021 Untuk Perkara Pidana

[ 1. ] Januari [ o 2 2 1 0 2 2 1
2. Febuari 2 1 1 2 3 2 0 1
S Maret 0 1 2 0 1 1 1 0
4. April 1 0 2 2 3 0 0 2
5. Mei 0 2 1 0 1 2 0 0
6. Juni 0 0 2 2 0 1 2 1
7 Juli 2 1 7 5 8 5 1 1
8. | Agustus 1 1 1 3 2 3 0 1
9. | September| O 1 1 1 0 2 1 0
10.| Oktober 1 0 0 1 1 1 0 0
11. | November 0 0 2 2 2 1 0 1
12. | Desember 0 1 2 2 2 1

Keadaan perkara pidana khusus pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2020 dan
2021 jika kita tuangkan dalam tabel diagram akan tampak sebagai berikut :

g

7

6

5

4

3

2

’ |

D 2 - i
JANUARI FEBUARI  MARET  APAIL ME! JUNI L AGUSTUS SEPTEMBER OXTOBER NOVEMBER DESEMSER

ara.as _ F_E_uar': Maret ;‘.pr.-;_ , Mei _dei Agustus _Sa:;:e.'rhe"_ Cktober _quen:e Deen::er

@Ss=Awal2020| O 2 ) 1 0 0 2 1 0 1 0 0

ESsAwal20l | 2 1 i = @ 2 0 1 1 1 0 b 1

OMask2020 = 2 1 2 2 1 z 1 7 | = e | 2 F

‘EMask2021 | 1 2 0 2 0 T , & 1 3 1 2 2

EPuts 2020 o 3 1 3 1 0 B 2 0 1 2 2

mPutus 2021 2 2 1 0 2 1 5 3 2 1 1 2

|mS=aAkhr 2020 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 o 2

‘BSmAkhF2021 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 3

Gambar 9. PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI SEKAYU TAHUN 2021 UNTUK PERKARA PIDANA

Adapun sebagai perbandingan perkara pidana yang masuk ditambah sisa perkara
dengan perkara yang diputus pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:
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Tabel 24. perbandingan perkara pidana yang masuk ditambah sisa perkara dengan perkara yang diputus

pada tahun 2021 dan 2021

[Pidana khusus dan |
1. | sisa perkara yang 25 25 23 24
diputus

a5

235

24

235

23

225

MASUK 2020 MASUK 2021 SELESAI 2020 SELESAI 2021

DAY IS S | Masuk2020 | Masuk2021 | Selesai2020 | Seiesai2021
| @ Pigans khusus gan 515s perkarayang

iUt 25 25 23 24

Gambar 10. perbandingan perkara pidana yang masuk ditambah sisa perkara
dengan perkara yang diputus pada tahun 2020 dan 2021

Pada Grafik 10 diatas terlihat bahwa perkara dalam tahun 2021 lebih sedikit dari
tahun 2020 sehingga hal ini berdampak pada penyelesaian perkara yang terpadu pada
Pengadilan Negeri Sekayu.

Indikator 4 : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara
perdata yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada,
difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

x 100%
Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 70 %. Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021
ditampilkan pada tabel berikut:
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Tabel 25. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

l Indil

Persntas Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat
Waktu

b A
Guugatan 8 26 34 13 13
Gugatan Sederhana 0 71 71 71 0
Permohonan 0 17 17 16 1

Selama tahun 2021 perkara perdata telah diselesaikan sebanyak 108 perkara
putus yang tepat waktu atau kurang dari 5 bulan. Dengan demikian persentase
realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100% dibandingkan
dengan persentase target yang ditetapkan maka dapat dipastikan capaian persentasi
perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 143%.

Tabel persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan
membandingkan perkara perdata dari tahun 2020hingga tahun 2021.

Tabel 27. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

2020 87 87 0 100%
2021 108 108 0 100%

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dalam bentuk grafik

1
0,9
0.8
0,7
0,6
0.5
0,4
0.3
0,2
51

o

Persermase Reaisas
= 2019 100%
w 2020 i00%
= 2021 100%

Gambar 11. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

LKjIP Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2021 | 41



Analisis dan Evaluasi

Pada tabel dan grafik di atas, diperlihatkan dalam kurun waktu tiga tahun 2021
hingga tahun 2021 keadaan penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu. Semua
perkara perdata yang diputus pada tahun 2021 masih dibawah kurun waktu 5 bulan
sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4

(empat) lingkungan Peradilan.

Indikator 5 : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara
pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan
sebagai berikut:

Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
x 100

Jumlah Perkara pidana yang diselesaikan

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 90 %. Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021
ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 28. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

_Target ReallsaSI Capaian

Persentase perkara pldana yang d:se!esalkan tepat

waktu 90 100 111

Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu dari bulan
Januari hingga Desember Tahun 2021

Tabel 29. Rekapitulasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu

e iReraRataNGi | RERIARA e
= DRSS AN TWAKTU/ | YANG SELESA!
. A -] TEPATWAKTU .
Januari Pidana Biasa 74 74 74
Februari Pidana biasa 46 46 46
Maret Pidana Biasa 3 31 3
April Pidana biasa 35 35 35
Mei Pidana Biasa 35 35 35
Juni Pidana biasa 38 38 38
Juli Pidana Biasa 35 35 35
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pgus | Pidsnabiasa 59 59 59
September Pidana Biasa 57 57 57

Oktober Pidana biasa 38 38 38
November Pidana Biasa 36 36 36
Desember Pidana biasa 40 40 40
TOTAL 524 524 524

Tabel 30. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Tahun 2021

Pidana Biasa 524 524

Pada tahun 2021 perkara pidana telah menyelesaikan sebanyak 524 perkara
pidana biasa yang diselesaikan tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung
RI No. 2 Tahun 2014 yang menjelaskan perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah
proses perkara yang kurang dari 5 bulan.

Analisis dan Evaluasi

Pada tabel di atas, menunjukkan realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat
waktu pada tahun 2021 dan sejak ditetapkan Pengadilan Negeri Sekayu sebagai
Pengadilan yang menerapkan register Elektronik maka Penerapan percepatan
penyelesaian perkara pidana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2
tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasi
diterapkan semakin disiplin pada Pengadilan Negeri Sekayu. Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui aplikasi MIS (Monitoring
Implementasi SIPP), Website Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri (EIS
PN) dan rapat bulanan.
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Indikator 6 : Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara

pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus

yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah Perkara pidana khusus yang diselesaikan

x 100

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui

Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 90 %. Realisasi dan Capaian Indikator

Kinerja Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada tahun
2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 32. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

B S Target [ Realisasi | Capaian
Gais! i ndikatonRinerani ) | | )
Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan

90 100 11
Tepat Waktu

Tabel Rekapitulasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu dari bulan

Januari hingga Desember Tahun 2021

Tabel 33. Rekapitulasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu

' ' - - TEPAT WAKTU
Januari Pidana Anak 1 1 1
Februari Pidana Anak 2 2 2

Maret Pidana Anak 1 1 1

April Pidana Anak 0 0 0
Mei Pidana Anak 2 2 2
Juni Pidana Anak 1 1 1
Juli Pidana Anak 5 5 5
Agustus Pidana Anak 3 3 3
September Pidana Anak 2 2 2
Oktober Pidana Anak 1 1 1
November Pidana Anak 1 1 1
Desember Pidana Anak 2 2 2
TOTAL 21 21 21
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Tabel 34. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2021

Jenis | Sisa [Masuk Jml Petkarq-._-yang--f Tl___rnl'-__Per_k_a_ra

Perkara | 2021 | 2021 |  harus yang telah

T |77 | 777 | diselesaikan | diselesaikan_
Pidana Anak | 2 21 23 22

Tabel 35. Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021

AT . _ Jumlah perkara yang
Jenis Perkara Jumlah perkarayang | ;o ocaikan tepat waktu (kurang
‘diselesaikan it N
: ) ISR i dari 5 bulan)
Pidana Anak 22 22

Pada tahun 2021 perkara pidana telah menyelesaikan sebanyak 22 perkara
pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung
Rl No. 2 Tahun 2014 yang menjelaskan perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah
proses perkara yang kurang dari 5 bulan.

Analisis dan Evaluasi

Pada tabel di atas, menunjukkan realisasi perkara pidana khusus yang
diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 dan sejak ditetapkan Pengadilan Negeri
Sekayu sebagai Pengadilan yang menerapkan register Elektronik maka Penerapan
percepatan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah
Agung No 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara
minutasi diterapkan semakin disiplin pada Pengadilan Negeri Sekayu. Pelaksanaan
monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui aplikasi MIS
(Monitoring Implementasi SIPP), Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri (EIS
PN) dan rapat bulanan.

Indikator 7 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan
yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara diputus,

difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Perkara Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
x 100%

Jumlah perkara diputus

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui

Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 85 %. Realisasi dan Capaian Indikator
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Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun
2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 36. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

'Target | Realisasi | Capaian
R og) | o) R ),

85 94,7 111,4

Indikator Kinerja

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

Persentase perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum
banding ditargetkan 85% sebagai target awal capaian tahun 2021, didalam realisasi
tahun 2021 diperoleh jumlah perkara perdata banding sebanyak 6 perkara dan jumlah
perkara pidana banding 28 perkara. Jadi dari target 85% dapat direalisasikan sebesar
94,7%, sehingga di tahun 2021 dapat diperoleh capaian sebesar 111,4%.

Indikator 8 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan
yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara diputus,

difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi

X 100%
Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 90%. Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun
2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 37. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

[ Target [ Realisasi [ Capaian
L) | &%) | &%)

90 96,7 107 .4

Indikator Kinerja
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 90%
sebagaimana target awal capaian tahun 2021, didalam realisasi tahun 2021 diperoleh
jumlah perkara perdata kasasi sebanyak 5 perkara dan jumlah perkara pidana kasasi
11 perkara. Dari target 90% telah terealisasi sebesar 96,7% sehingga hasil capaian
sebesar 107,4%.
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Indikator 9 : Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumiah
putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan
sebagai berikut:

Jumlah Perkara Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

X100 %
Jumlah Perkara Diputus
Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 95%. Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja " Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan

Kembali" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 38. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

‘Target | Realisasi | Capaian

 Indikator Kinerja. e o)

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Peninjauan Kembali 9% 99.85 105

Persentase perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK
ditargetkan 95% sebagai target awal capaian tahun 2021. Realisasi tahun 2021
diperoleh jumlah perkara perdata PK sebanyak 2 perkara dan jumlah perkara pidana
PK sebanyak 2 perkara.

Analisis dan Evaluasi

Dilinat dari table-tabel persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
atas putusan hakim sangat signifikan karena dari target perkara yang diinginkan
hampir semua putusan hakim dapat diterima dengan senang hati oleh pencari
keadilan. Inilah yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat pencari keadilan dan
pimpinan Mahkamah Agung agar hakim dalam memutuskan perkara diupayakan
dengan seadil-adilnya.

Berikut ini tabel perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan
PK pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 39. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

Gl g Jumlah Perkara yang tidak mengajukan
1. Perkara Pidana 518 535 544
2. Pekara Perdata 102 103 106
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Indikator 10 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara pidana
anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak,

difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi

X 100%
Jumlah Perkara Pidana Anak

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun
2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 40. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

e N A ‘Target | Realisasi ‘Capaian
o indikatonKingria L) | ) | (s
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan
A 10 0 0
dengan Diversi

Analisis dan Evaluasi

Pada tahun 2021 perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada
Pengadilan Negeri Sekayu tidak mencapai target yang diharapkan. Dikarenakan pasal
dakwaan yang dituntut oleh JPU tidak memenuhi persaratan perkara anak dapat

diselesaikan dengan diversi.

Indikator 11 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik, difungsikan
sebagai berikut:

Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas
Terhadap Layanan Peradilan

X 100%
Jumlah Responden Pencari Keadilan
Tabel 41. Index Kepuasan Pencari Keadilan
S e s i | Target | Realisasi | Capaian
- Melletorldiena @) | ) | @)
Index Kepuasan Pencari Keadilan 85 97.15 115
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Ukuran realisasi indikator Index responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan adalah perbandingan antara jumlah kepuasan terhadap layanan
peradilan. Pada tahun 2021 capaian indikator Index responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan Pengadilan Negeri Sekayu mencapai 115%.
Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi antara jumlah kepuasan
terhadap layanan peradilan sebesar 97,15% dengan target yang ditetapkan sebesar
85%.

Analisis dan Evaluasi

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1230/DJU/SK/ HM.02.3/4/2021 tanggal 8 April 2021 telah memberlakukan Aplikasi
Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum dan Peradilan di bawahnya. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam
perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, Survei
Persepsi Anti Korupsi dan Survei Harian kepada pengguna layanan. Hal tersebut
untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan
meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pelayanan publik.

Survei dilaksanakan secara periodik setiap 3 bulanan (triwulan). Untuk
melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER
dengan alamat: http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id.

Di Pengadilan Negeri Sekayu, pada tahun 2021 telah menggunakan aplikasi
SISUPER sebagai aplikasi survei Pelayanan secara elektronik. Dimulai dari triwulan
ke-2 bulan April - Juni. Dibawah ini kami tampilkan hasil survey secara elektronik
menggunakan Aplikasi SISUPER pada Pengadilan Negeri Sekayu:

Periode |l (April - Juni)

PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 April 2021 sampai 30 Juni 2021

Jumlah 186 RESPONDEN
Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 155
PEREMPUAN : 31

SURVEY KEPUASAN Pendidikan  Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0
MASYARAKAT SD:4 Diploma3:0
SMP: 3 S51:989
NILAI INDEKS SMU : 72 52:7
Diploma 1: 1 83:0
3,96 / 98,94% Pekeriaan  PNS : 28 SWASTA : 61
THNI: 1 WIRAUSAHA : 5
POLRI : 27 TENAGA KONTRAK : 5
LAINNYA : 59

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ? 3,844
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ? 3,849
3. Bagaimana pendapal Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? 3,978

Gambar 12. Survey SKM Periode Il (April - luni)
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Periode Il (Juli — September)

PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 Juli 2021 sampai 30 Sepember 2021

Jumiah 398 RESPONDEN
Jenis Kelamin LAKI-LAK] : 343
PEREMPUAN : 55

SURVEY KEPUASAN Pendidikan  Tidak / Belum Sekolah : ODiploma 2: 0
MASYARAKAT SD:1 Diploma 3:5
SMP: 23 S1:101
NILAI INDEKS SMU : 256 $2:12
Diploma1:0 S3:0
3 £ 84 I 95, 91 0/0 Pekerjaan  PNS:30 SWASTA : 99
TNI: O WIRAUSAHA : 27
POLRI: 8 TENAGA KONTRAK : 2
LAINNYA : 232

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan 7 3,704
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensikemampuan pelugas dalam pelayanan ? 3,754
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ? 3,781

Gambar 13. Survey SKM Periode Ill (Juli— September)

Periode |V (Oktober — Desember)

PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021

Jumlah 156 RESPONDEN
Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 112
PEREMPUAN : 44

SURVEY KEPUASAN Pendidikan  Tidak / Belum Sekolah : ODiploma 2 : 0
MASYARAKAT SD:2 Diploma 3 : 16
SMP: 0 51:68
NILAI INDEKS SMU : 66 52:3
Diploma1:0 83:1
3,89/97,15% Pekejaan  PNS:17 SWASTA : 62
TNI: 0 WIRAUSAHA : 0
POLRI: 2 TENAGA KONTRAK : 3
LAINNYA : 72

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi’kemampuan petugas dalam pelayanan ? 3,756
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ? 3,763
3. Bagaimana pendapal Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? 3,769

Gambar 14.5urvey SKM Periode IV (Oktober — Desember)

SASARAN Il : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN
PERKARA
Sasaran ini dimaksudkan untuk mengambarkan pengelolaan penyelesaian
perkara secara cepat efektif dan efisien. Penyelesaian ini baik dimulai dari
pemberkasan sampai in craht nya putusan.
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Peningkatan pegelolaan penyelesain perkara di Pengadilan Negeri Sekayu,

direalisasikan dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan, Indikator Kinerja

yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (lima) indikator

kinerja yang harus diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada

tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 15. SASARAN STRATEGIS 2

PENlNGKATAN EFEKTIFITAS PENGELGLAAN PENYELESAIAN PERKARA
NO ': RE

SASI | CAPAIAN
(%) || )

| l INDIKATGRKINERJA

' -P-érsentase Sallnan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim 100 100 100
kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim 100 100 100
kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang diajukan 85 100 118
Secara Lengkap dan Tepat
Waktu

Persentase Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat Diakses 30 100 333
Secara Online dalam Waktu 1
Hari Setelah Putus

Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran 2 (Peningkatan

Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara), di uraikan sebagai berikut :

Indikator 1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para

Pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan

putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah

perkara perdata yang diputus, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata
yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

X 100%
Jumlah perkara perdata yang diputus
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Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada
Para Pihak Tepat Waktu pada Tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 42. Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu pada Tahun 2021

T TARGET | REALISASI | CAPAIAN
~ IndikatoriKinerjat ity B e e e

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 100 100 100
dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Pada tahun 2021 capaian persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat
waktu Pengadilan Negeri Sekayu mencapai 100%. Capaian tersebut diperoleh dari
perbandingan realisasi antara jumlah putusan perkara perdata yang diterima para
pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus sebesar 100% dengan
target yang ditetapkan sebesar 100%.

Tabel 43. Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

| | e | Jumlah Salinan Putusan Perkara
A NN M B Gl Pihak; wakiu

1 Jan 1 1

2 Feb 0 2 1 13

3 Mar 1 1 14 16

4. Apr 2 0 10 12

5 Mei 0 0 9 9

6. Jun 2 2 7 1

7. Jul 3 1 13 17

8. Agus 2 1 2 5

9. Sep 2 2 0 4

10. Okt 3 1 1 5

1. Nov 1 3 1 5

12. Des 4 3 3 10

Jumiah 2t fae | 7 f 0000 08

Analisis dan Evaluasi
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2011 tentang
perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang

penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Untuk perkara perdata,
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Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus
menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari
kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata
dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas
permintaan pihak yang bersangkutan. Pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 100
%, dapat dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan,
yang berarti salinan putusan perkara perdata yang putus di tahun 2021 telah diterima
oleh para pihak tepat waktu.

Indikator 2: Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu
Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan
putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah
perkara pidana yang diputus, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana
Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu
X 100%

Jumlah perkara pidana yang diputus

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada
Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 44. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

R Knea | AU [En

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang 100 100 100
dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Pada tahun 2021 capaian persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat
waktu Pengadilan Negeri Sekayu mencapai 100%. Capaian tersebut diperoleh dari
perbandingan realisasi antara jumlah putusan perkara pidana yang diterima para pihak
tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang putus sebesar 100% dengan target
yang ditetapkan sebesar 100%.

Tabel 45. Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Putusan TA 2021 | Jumlah Salinan Putusan
Noltl Eilane: sl — | PerkaraPidanayang
B | e T ~ Pidana Biasa | Pidana Anak | dikirim kepada Para Pihak
Pl A T T | FEZERTST | o DRI T oY _tepat waktu
1. Januari 74 2 76
2 Febuari 46 2 48

LkjIP Peﬁéadﬂan Negeri Sekayt_.; fahun 2021 | 53



3. Maret 31 1 32
4. April 35 0 35
5. Mei 35 2 37
6. Juni 38 1 39
¢ Juli 35 5 40
8. Agustus 59 3 62
9. September 57 2 89
10. Oktober 38 1 39
11. November 36 1 37
12. Desember 40 2 42
' _Jumlah | 524 | @ 22 : 546

Analisis dan Evaluasi

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2011 tentang
perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2010 tentang
penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Untuk perkara Pidana Pengadilan
wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat
Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan
sesuai dengan ketentuan KUHAP. Petikan Putusan Perkara Pidana diberikan kepada
Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga
Permasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan. Pada tahun 2021 capaian
kinerja sebesar 100 %, dapat dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi target
kinerja yang diinginkan, yang berarti salinan putusan perkara pidana yang putus di
tahun 2021 telah diterima oleh para pihak tepat waktu.

Indikator 3 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara
yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi,
difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi
X 100%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2021

ditampilkan pada tabel berikut:
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Tabel 46 Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

T T N 'TARGET | REALISASI | CAPAIAN
Indikator Kinerja {23 N /) I )

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui 2 0 0
Mediasi

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2021 sebanyak 97 perkara
perdata, terdiri dari Perkara Perdata Gugatan sebanyak 26 perkara dan Perkara
Perdata Gugatan Sederhana sebanyak 71 perkara, sedangkan jumlah perkara yang
dapat diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2021 tidak ada yang berhasil
diselesaikan dengan mediasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 47. Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Mediasi

| PerkaraPerdata |, 1ah Perkara

No | Bulan __Masuk | yang Diselesaikan

i | & | GS | MelaluiMediasi
1. Jan 1 12 0
2. Feb 2 6 0
3. Mar 1 16 0
4. Apr 1 10 0
5. Mei 2 5 0
6. Jun 1 11 0
7. Jul 1 6 0
8. Agus 1 0 0
9. Sep 5 1 0
10. | Okt 2 0 0
11. | Nov 5 3 0
12. | Des 4 1 0
Jumlah | 26 | 71 0

Analisis dan Evaluasi

Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada
tahun 2021 di Pengadilan Negeri Sekayu tidak ada perkara perdata yang berhasil
dalam proses mediasi, hal tersebut dikarenakan para pihak tidak ada yang mencapai
kata sepakat dan cendrung untuk tetap melanjukan perkara tersebut kedalam

persidangan.
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Indikator 4: Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas yang
diajukan Banding, Kasasi, dan PKyang lengkap (terdiri dari A dan B) dengan jumlah
berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK difungsikan sebagai berikut:

Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding,
Kasasi dan PK yang lengkap
X 100%

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan
Banding, Kasasi dan PK
Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 85%. Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel
berikut:

Tabel 48. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

TARGET | REALISASI | CAPAIAN

iges g lndikaontigei e w0 e e )
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan

Banding, Kasasi dan PK yang diajukan Secara 85 100 118
Lengkap dan Tepat Waktu

Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasisi dan PK secera lengkap
target pencapainnya 85% baik perdata maupun pidana, dan kenyataan realisasi 100%.
Berikut ini tabel persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan pk

secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2021 :

Tabel 48. Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum

pe el Jumlah Perkara yang Mengajukan
| Jdenis jJumlah { Jumlal Upaya Hukum
Tahun | Perkara | Perkara | Perkara ——————————.
| | Masuk | Banding Kasasi Pk
11
2021 Pe'rdata 9 11 12 5
Pidana 723 604 66 38 2
Perdata 25 23 6 5 2
2021 .
Pidana 639 645 23 3 4
Perdata 114 108 4 5 2
2021 .
Pidana 486 546 28 11 2

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK selama tahun
2021 adalah sebanyak 41 perkara dan telah dikirim tepat waktu. Tidak ada berkas
yang dikembalikan lagi karena tidak lengkap. Sehingga realisasi pengiriman berkas
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perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK dengan lengkap dan tepat waktu
100%, dan capaian didapat 100%.

Analisis dan Evaluasi

Pada tahun 2021 capaian kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan
Banding, Kasasi, dan PK sebesar 100 % Dari hasil capaian terebut telah memenubhi
target kinerja yang diinginkan, seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi, peninjauan kembali di tahun 2021 telah dikirim dengan lengkap dan tepat
waktu. Hal ini menunjukkan bahwa proses berkas perkara yang dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK pada perkara perdata dan pidana telah dikirim tepat waktu.

Indikator 5: Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan
perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 (satu) hari setelah putus dengan jumlah perkara yang menarik perhatian
masyarakat, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Putusan Perkara Menarik Perhatian Yang diakses Online
Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

X 100%
Jumlah Putusan Perkara Menarik Perhatian Masyarakat

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 30%. Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada tahun 2021 ditampilkan
pada tabel berikut:

Tabel 50. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

TARGET | REALISASI | CAPAIAN

A ineng %) | () (%)

Pérsentase Pﬂtusan Perk.ara yéng Menarik
Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara 60 100 167
Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Pada tahun 2021 capaian Persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada
Pengadilan Negeri Sekayu mencapai 100% dengan jumlah 7 perkara terdiri dari 6
perkara pidana dan 1 perkara perdata. Capaian tersebut dapat dilihat dengan
mengakses secara online melalui website Sisten Informasi Penelusuran Perkara

Pengadilan Negeri Sekayu yaitu: https://sipp.pn-sekayu.go.id.
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Tabel 51. Jumlah Perkara Pidana yang Menarik Perhatian Masyarakat

- Jumlah : Jumlah Putusan
: J‘:::::ape;tm | Perkara Pidana yang
Tahun yang ~ Menarik Perhatian
‘Menarik Perhatian
'Masyarakat - Masyarakat yang di
sy Upload D| website
2021 4 4
2021 g 5
2021 3 3

Analisis dan Evaluasi

Semua perkara pidana dan perdata yang diputus, telah dapat diakses secara
online pada website Sistem Informasi Penulusuran Perkara Pengadilan Negeri Sekayu
(https://sipp.pn-sekayu.go.id) terutama perkara-perkara yang dapat menjadi perhatian
masyarakat banyak.

SASARAN lil : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
Tabel 52. SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA 'AKSES PERADILAN 3AGI MASYARAKAT MISKIN DAN
TERPINGGIRKAN

!ND!KATOR }GNERJA B TARGET REAI:_!._SASI | cAPAIAN

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

60 66,7 111,2

Analisis pencapaian target Indikator Kinerja pada sasaran 3 (Meningkatnya akses
peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan), diuraikan sebagai berikut:

Indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pencari
keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah
pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan
layanan bantuan hukum

X 100%
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu
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Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 53. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum pada tahun 2021

Indikator Kinerja o Re?{}j;as' S

”Per.sé-ntase Pené;ri Keadilan Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 60 88,7 11,2

Sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan
hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Posbakum Pengadilan adalah
layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk
memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta
pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum,
Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun masyarakat yang
menggunakan layanan posbakum ini tercatat dalam buku register posbakum, yang
ditandatangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri.
Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi atau
advis hukum.

Jumlah Perkara yang diajukan secara predeo pada tahun 2021 sebanyak 45
Perkara, untuk persentase perkara predeo yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri
Sekayu melalui Pos Bantuan Hukum sebanyak 30 perkara atau 66,7%. Target Pencari
Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
tahun 2021 sebesar 60% dari perkara yang diajukan, sehingga persentase capaian
sebesar 111,2%.

Analisis dan Evaluasi

Untuk memenuhi target kinerja yang diinginkan, para pencari keadilan yang
meminta bantuan hukum dapat dilayani semuanya pada Pos Bantuan Hukum
(POSBAKUM). Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sekayu telah terjalin kerjasama yang
baik dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Cabang
Sekayu. Pengacara POSBAKUMADIN yang bertugas di Posbakum juga telah
menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat dengan baik. Namun pada tahun
2021 terjadi penurunan jumlah pencari keadilan yang datang ke Posbakum, hal ini
dikarenakan masih terjadinya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terhambatnya

mobilitas manusia. Adapun data masyarakat posbakum untuk layanan konsultasi atau
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advis hukum pada tahun 2021 tercatat berjumlah 24 orang dan penanganan perkara
predeo yang dapat diselesaikan melalui pos bantuan hukum berjumlah 30 perkara.

SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepatuhan masyarakat
terhadap putusan pengadilan yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peningkatan
kepatuhan terhadap putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Sekayu, direalisasikan
dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan, Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan
sasaran ini meliputi 1 (satu) Indikator Kinerja yang harus diselesaikan. Pencapaian
target Indikator Kinerja sasaran ini pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai

berikut :
Tabel 54. SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

R TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
INDIKATOR KINERJA 2
e O e (%) %) (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang 4 0 0
Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)

Indikator : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan

perkara yang ditindak lanjuti (eksekusi) dengan jumlah putusan perkara yang sudah
BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (eksekusi) , difungsikan sebagai berikut:

Jumlah putusan perkara perdata yang dieksekusi

X 100%
Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT
dan dimohonkan untuk dieksekusi

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 4%. Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) pada
tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 55. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Target | Realisasi | Capaian
(%) ) | (%)

4 0 0

Indikator. Kinerja

Persentase Putdéén Pérkara I5erc_iata yang Ditihdék
Lanjuti (Dieksekusi)
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Terdapat 2 Perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan
dimohonkan untuk dieksekui pada tahun 2021.

Analisis dan Evaluasi

Pada tahun 2021 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum
tetap (BHT) dan dimohonkan untuk dieksekui sebanyak 2 perkara. Dari jumlah putusan
perkara perdata yang sudah BHT yang ditindak lanjuti (eksekusi) tersebut, sebanyak
1 perkara melakukan pencabutan. Sedangkan yang lainnya belum bisa dieksekusi

dikarenakan masih dalam proses Aanmaning.

A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi

Indikator kinerja setiap tahun bertujuan untuk menggambarkan tugas, fungsi dan
peran Pengadilan Negeri Sekayu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,
jujur, serta akuntabel hal ini sebagaimana diuraikan dalam indikator kinerja tahun
2021.

Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2021 tersebut selanjutnya dirinci pada
pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan
Negeri Sekayu ini menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dihasilkan, serta
perubahan perbaikan kondisi aparatur yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pengadilan Negeri Sekayu adalah sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Tahun 2021 terhadap Rencana Jangka Menengah
perencanaan strategis Pegadilan Negeri Sekayu

Tabel 56. Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No. | SasaranStrategis | IndikatorKineja | Target | Realisasi | Capaian
| st S| | : _ ALIECES! | %) | (%) - (%)
e P e e S ey _* i & it e H_ s S5 Sl ol 4 e
1. | Terwujudnya Proses | Persentase Sisa Perkara
Peradilan yang Pasti, | Perdata yang Diselesaikan
4= yans 80 | 100 125
Transparan dan
Akuntabel
2. Persentase Sisa Perkara
; ! ] 100 100 100
Pidana yang Diselesaikan
3. Persentase Sisa Perkara
Pidana Khusus yang 100 100 100
Diselesaikan
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No.

| Sasaran Strategis |

Indikator Kinerja

| Target |

Realisasi

(%)

Capaian
(%)

“Persentase Perkara Perdata |

yang Diselesaikan Tepat
Waktu

70

100

143

Persentase perkara pidana
yang diselesaikan tepat
waktu

90

100

111

Persentase perkara Pidana
Khusus yang Diselesaikan
Tepat Waktu

90

100

111

Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

85

94,7

11,4

Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

90

96,7

107,4

Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali

95

99.85

105

10

Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi

10

11.

Index Kepuasan Pencari

Keadilan

85

97.15

115

12.

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat
waktu

100

100

100

13.

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat
Waktu

100

100

100

14.

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui Mediasi

15.

Persentase Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu

85

100

118

16.

Persentase Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat

60

100

167
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dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus

17. | Meningkatnya Akses | Persentase Pencari Keadilan

Peradilan bagi Golongan Tertentu yang
— 60 66,7 111,2
Masyarakat Miskin Mendapat Layanan Bantuan
dan Terpinggirkan Hukum (Posbakum)
18. | Meningkatnya Persentase Putusan Perkara
Kepatuhan terhadap | Perdata yang Ditindak lanjuti 4 0 0

Putusan Pengadilan | (Dieksekusi)
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Selanjutnya bagian berikut akan menjelaskan dan merinci masing-masing tujuan
beserta sasaran strategis dan indikator kinerjanya.

Para pencari keadilan merasa terpenuhi adalah ketika semua unsur sasaran
kegiatan telah terlaksana dengan baik yang didukung oleh SDM aparatur yang
kompeten dan bertanggung jawab serta didukung dengan anggaran yang cukup guna
pelaksanaan dukungan, sehingga ketika pencari keadilan ingin mendapatkan haknya
di pengadilan dengan mudah dicapai. Antara lain :

Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan;

Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan;

Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan;
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu;
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu;
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;

NG e s NN -

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;

©

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali;

10.Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi;

11.Index Kepuasan Pencari Keadilan;

12.Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
tepat waktu;

13.Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak
Tepat Waktu;

14.Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi;

15.Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu;

16.Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat
Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus;

17.Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum);

18.Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi);

Pengadilan Negeri Sekayu optimis dapat melewati sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam renstra 2021-2024. Agar dapat mempertahankan dan meningkatkan
hasil di tahun berikutnya maka Pengadilan Negeri Sekayu harus tetap mempersiapkan
dan menata masing-masing bagian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang
antara lain :
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1. Kepaniteraan Pidana

Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani masyarakat serta
penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan dan tatalaksana serta evaluasi dan
pelaporan di lingkungan kepaniteraan pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu.

2. Kepaniteraan Perdata

Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani masyarakat, penyusunan
kebutuhan sarana, rencana anggaran yang dibutuhkan, percepatan pelayanan
perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu

3. Kepaniteraan Hukum

Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani masyarakat serta
penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan, serta tatalaksana, evaluasi dan
pelaporan di lingkungan kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Sekayu

4. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.

Tertatanya kepegawaian jabatan struktural dan jabatan fungsional, terciptanya
disiplin kerja dengan digunakannya absen finger print, terciptanya perhitungan
absen remunerasi, absen uang makan, terciptanya kenaikan pangkat, cuti, KGB,
dan tugas-tugas lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu

5. Bagian Umum dan Keuangan.

Terkelolanya keuangan yang akuntabel, transparan antara lain terlaksananya
pembayaran gaji, kekurangan gaji, kenaikan gaji rapel, uang makan, remunerasi
dan tunjangan lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu serta terkelolanya
pelayanan administrasi umum yang optimal. Terlaksananya bidang pembinaan dan
komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan perpustakaan,
teknologi informatika, terdokumentasinya dan terdistribusinya surat-surat,
terkelolanya perlengkapan sarana dan prasarana. Terlaksanaya pembinaan sikap
mental keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, di lingkungan Pengadilan
Negeri Sekayu.

6. Bagian Perencanaan Tl dan Pelaporan .

Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani Internal perkantoran serta
penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan, perawatan IT dan evaluasi dan
pelaporan di lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu.

A.3. Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kkinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 2021 ini
dapat dikatakan telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan

sumber daya manusia dan anggaran yang ada di Pengadilan Negeri Sekayu.
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Keberhasilan dan peningkatan kinerja pada Tahun 2021 pada beberapa target di

karenakan :

a. Pengadilan Negeri Sekayu melaksanakan administrasi perkara secara
elektronik atau Registrasi perkara secara elektronik menjadi lebih tertib, efektif
dan efisien dalam mengolah data perkara.

b. Pemanfaatan teknologi informasi yaitu menggunaka Aplikasi Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) dalam proses percepatan penyelesaian perkara,
sejak perkara masuk hingga perkara putus bahkan berkekuatan hukum tetap,
dapat dikontrol dan ditelusuri data perkaranya.

c. Adanya aplikasi Monitoring SIPP (MIS) yang dapat memonitoring kinerja
penyelesaian perkara dan aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Badilum
Mahkamah Agung RI dapat mengevaluasi kepatuhan aparatur kepaniteraan
Pengadilan Negeri dalam meregister data perkara secara elektronik ke Sistem
Informasi Penulusuran Perkara (SIPP).

d. Dilaksanakannya monitoring evaluasi kinerja secara perminggu oleh Hakim
Pengawas Bidang, Rapat Bulanan subbagian Kepaniteraan dengan Panitera,

serta rapat bulanan keseluruhan Pegawai.

Adapun penurunan atau tidak tercapainya target yang diinginkan hanya terjadi

pada beberapa indikator yaitu :

a. Pada indikator kerja perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi,
Perkara anak sulit untuk diselesaikan dengan diversi dikarenakan pasal
yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum tidak
memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi dimana dakwaannya lebih
dari 7 tahun.

b. Pada indiktaor kinerja perkara yang diselesaikan dengan mediasi belum
dapat mencapai target dengan baik. Hal ini dikarenakan perkara perdata
yang diajukan mediasi tidak berhasil mengeluarkan kata sepakat. Para
pihak yang berperkara masih mempertahankan pendapatnya masing-
masing dan tetap bersikeras untuk melanjutkan perkaranya ke persidangan.

c. Indikator kinerja untuk putusan perkara perdata BHT yang ditindak lanjuti (di
eksekusi) belum dapat mencapai target, dikarenakan pada tahun 2021
perkara yang mendaftar untuk permohonan eksekusi ada dicabut
permohonannya dan masih pada tahap Aamaning jadi belum bisa
ditindaklanjuti (dieksekusi).

Untuk indikator kinerja yang telah tercapai targetnya, Pengadilan Negeri
Sekayu akan berusaha untuk mempertahankan. Untuk indikator kinerja yang belum
tercapai dengan baik, maka Pengadilan Negeri Sekayu akan berusaha semaksimal
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mungkin agar indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dan realisasinya sesuai

dengan target yang diinginkan.

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

| Target

(%)

- Realisasi
(%)

Capaian
(%)

Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

Terwujudnya Proses

Persentaéé- “Sisa Péfkara
Perdata yang Diselesaikan

80

100

125

Persentase Sisa Perkara
Pidana yang Diselesaikan

100

100

100

Persentase Sisa Perkara
Pidana Khusus yang

Diselesaikan

100

100

100

Persentase Perkara Perdata
yang Diselesaikan Tepat
Waktu

70

100

143

Persentase perkara pidana
yang diselesaikan tepat
waktu

90

100

111

Persentase perkara Pidana
Khusus yang Diselesaikan
Tepat Waktu

90

100

111

Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

85

94,7

111,4

Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

90

96,7

107.,4

Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali

95

98,8

104

10

Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan

dengan Diversi

10

11.

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

85

97.15

115

12.

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat
waktu

100

100

100

13.

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim

100

100

100
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No. | SasaranStrategis | IndikatorKineja T?Eft -Réi&i;_’as'l-: ca(pv?}an

T kepa&a_i Ba.ramF.’iHak Tepat
Waktu

14. Persentase Perkara yang

Diselesaikan Melalui Mediasi

15. Persentase Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang 85 100 118
Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu

16. Persentase Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat
d ¥elg ep 30 100 333
Diakses Secara Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah

Putus

17. | Meningkatnya Akses | Persentase Pencari Keadilan
Peradilan bagi Golongan Tertentu yang

o 60 66,7 11,2
Masyarakat Miskin Mendapat Layanan Bantuan

dan Terpinggirkan Hukum (Posbakum)

18. | Meningkatnya Persentase Putusan Perkara
Kepatuhan terhadap | Perdata yang Ditindak lanjuti 4 0 0
Putusan Pengadilan (Dieksekusi)

Didalam tahun 2021 Pengadilan Negeri Sekayu memiliki komitmen berinovasi
demi kepuasan para pencari keadilan telah berupaya merubah system tatanan
standard operasional prosedur (SOP) terhadap perkara permohonan menjadi
terstandarisasi sesuai dengan standar 1ISO 9001:2015 sehingga pemeriksaan perkara
permohonan yang tadinya memiliki waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sampai
dengan proses minutasi, menjadi dapat diselesaikan hanya dalam waktu kurang lebih
1 minggu dari proses pendaftaran dengan sistem“one day publish one day service”

Sistem “one day publish one day service” sebagai tolak ukur peningkatan
penyelesaian perkara permohonan dapat dilihat dari jumlah perkara di tahun 2021
dapat diselesaikan sejumlah 16 perkara permohonan dari 17 Perkara permohonan
yang masuk sehingga persentase penanganan perkara permohonan setelah adanya
system terstandarisasi ISO 9001:2015 adalah sebesar 94,12%.
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Tabel 58. Rekapitulasi Perkara Perdata Permohonan Tahun 2021

: ____ Perkara Permohonan
- No ‘Bulan fsisal.. .l .. | sis
1. Jan 0 2 0 2
2. Feb 2 0 2 0
3. Mar 0 1 1 0
4, Apr 0 0 0 0
5. Mei 0 1 0 1
6. Jun 1 1 2 0
7. Jul 0 2 1 1
8. Agus 1 0 1 0
9. Sep 0 3 2 1
10. Okt 1 0 1 0
1. Nov 0 4 3 1
12. Des 1 3 3 1
Jumiah | 6 | 17 | 16 | 7

A.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengadilan Negeri Sekayu dengan menganalisa beban kerja yang harus
diselesaikan masih belum sesuai, dikarenakan beban perkara pertahun Perkara
Perdata (gugatan, gugatan sederhana dan permohonan) sebanyak 114 perkara
sedangkan Perkara Pidana (biasa dan anak ) sebanyak : 507 Perkara sehingga total
perkara pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Sekayu memeriksa dan mengadili
sebanyak 621 perkara, jika dibandingkan dengan jumlah Hakim, Panitera Pengganti
serta Jurusita Pengganti juga Staf Kepaniteraan maupun Staf Kesekretariataan maka
jumlah perkara sejumlah tersebut diatas tidaklah sebanding dengan jumlah aparatur
yang ada di Pengadilan Negeri Sekayu, hal ini dapat dilihat dari adanya rangkap
jabatan antara Staf kepaniteraan maupun Kesekretariatan yang merangkap menjadi
Jurusita Pengganti. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Sekayu membutuhkan
tambahan Sumber Daya Manusia. Kami mengajukan surat permintaan penambahan
Pegawai Negeri Sipil untuk keperluan tenaga di bagian Kepaniteraan maupun di
kesekretariatan. Pegawai Negeri Sipil yang kami butuhkan adalah sebagai berikut :

a. Kepaniteraan Muda Perdata sebanyak . 3 (tiga) orang
b. Kepaniteraan Muda Hukum sebanyak : 3 (tiga) orang
c. Kepaniteraan Muda Pidana sebanyak : 3 (tiga) orang
d. Sub. Bagian Kepegawaian, organisasi dan tata laksana : 2 (dua) orang
e. Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi : 3 (tiga) orang

Dan Perencanaan

f. Sub. Bagian Umum dan Keuangan : 2 (dua) orang
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A.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam tahun 2021 Pengadilan Negeri Sekayu memiliki Program/kegiatan yang
menunjang Keberhasilan dalam pencapaian yang telah ditargetkan dalam Rencana
Strategis tahun 2021-2024 diantaranya adalah 3 (tiga) program yang telah ditetapkan
oleh Mahkamah Agung RI. Untuk dilaksanakan oleh Pengadilan sebagai ekstraksi dari
berbagai kebijakan yang telah dicanangkan secara efektif dan efisien yaitu:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS

LAINYA MAHKAMAH AGUNG.

Percepatan penanganan perkara sebagaimana SEMA Nomor: 2 Tahun 2012
Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

Pengadilan Negeri Sekayu berkomitmen untuk senantiasa tepat waktu dalam
menyelesaikan perkara-perkara yang masuk setiap tahunnya sebagaimana
tertera dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, namun didalam
pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yaitu berhubungan dengan
penangan perkara yang harus melalui Pemanggilan Para Pihak atau Pihak melalui
Delegasi keluar wilayah yuridikasi Pengadilan Negeri Sekayu terutama Delegasi
luar wilayah Negara Republik Indonesia.

2. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

Pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berdasarkan PERMA Nomor
7 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Sekayu telah melaksanakan
sepenuhnya apa yang termuat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2018 tersebut
terutama pada Bagian Keempat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paragraf |,
Paragraf 2, serta pada bagian keempat Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas
IA Khusus Pragraf 1, Paragraf 2, diharapkan dengan adanya pemisahan anytara
Kepaniteraan dengan Kesekretariatan maka Pengadilan Negeri Sekayu bisa lebih
akuntable dalam setiap Pelaporan dan kebijakan pimpinan yang dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, hal mana dari PERMA tersebut telah
membuka suatu peluang bagi Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, karena
dengan terpisahnya sarana Teknis dan Non teknis maka setiap Unsur yang ada di
Pengadilan melaksanakan dengan sepenuh hati akan tanggung jawab dan
tugasnya masing-masing.
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3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
MAHKAMAH AGUNG RI

Peningkatan Nominal Alokasi Anggaran Satuan Kerja dibawah Mahkamah
Agung yang signifikan. Dengan peningkatan Pagu Anggaran bagi Program
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur MA yang tetapkan oleh Mahkamah
Agung melalui Badan Urusan Administrasi diharapkan akan menjadikan Aparatur
MA di Satker Pengadilan Negeri Sekayu menjadi lebih sejahtera dan tercukupi,
sehingga Pelayanan bagi Masyarakat Pencari Keadilan dapat lebih ditingkatkan
hal ini sejalan dengan ditambahnya Sarana berupa Laptop, CPU Komputer, Printer
dan hal-hal yang bersifat menunjang lainnya yang berhubungan dengan proses
penyelesaian perkara, dan Prasarana yang berupa Tunjangan dan Honorarium
bagi petugas pelaksana untuk memotivasi semangat dalam pelayanan
masyarakat,

Ketiga Program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut telah
diterapkan dan dijadikan acuan guna mewujudkan tujuan Pengadilan Negeri
Sekayu didalam RENSTRA Tahun 2020 — 2024 yaitu :

Tujuan1 : Pencari Keadilan merasa Kebutuhannya dan Kepuasannya

terpenuhi;

Tujuan 2 : Setiap Pencari Keadilan dapat Menjangkau Badan

Peradilan;
Tujuan 3 : Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparat
Pengadilan Negeri Sekayu;

Dalam mewujudkan ketiga tujuan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu selalu
berkomitmen dengan sebaik-baiknya seiring sejalan dengan Reformasi Birokrasi
Mahkamah Agung RI yang memiliki tujuan mulia yaitu “mewujudkan badan
peradilan yang agung” yang mana diharapkan pengadilan menjadi sahabat bagi
masyarakat terutama bagi para pencari keadilan.

Pengadilan Negeri Sekayu turut serta aktif dalam memerangi “Mafia Keadilan”
dan hal-hal yang bisa merusak harkat dan martabat Pengadilan di mata khalayak
umum (Masyarakat) dengan dilaksanakannya Pencanangan Zona Integritas,
Penandatanganan Pakta Integritas, serta demi terwujudnya Wilayah Bebas dari
Korupsi, Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
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B. REALISASI ANGGARAN
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target
rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 yang terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, Meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang,
dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, Meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2021, jumlah anggaran DIPA seluruhnya adalah sebesar
Rp. 5.271.802.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus
Dua Ribu Rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sekayu tahun
anggaran 2021, rincian pagu awal, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan
Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pagu dan Realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
adalah sebagai berikut:

DIPA 01:5.271.802.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan
Ratus Dua Ribu Rupiah) adapun rincian sebagai berikut :

Tabel 59. PAGU DAN REALISASI DIPA (01)

Pembayaran Gaji
1 | dan Tunjangan 3.919.462.000 | 3.913.793.579 | 5.668.421 99,86%

Pegawai

Belanja Non

2 | Operasional 5.000.000 4.713.000 287.000 94,26%
Perkantoran

Penyelenggaraan

Operasional dan
3 Pemaliharaan 1.282.340.000 | 1.270.301.192 | 12.038.808 99,06%

Perkantoran

Program

4 | Peningkatan Sarana 65.000.000 64.950.000 50.000 99,92%
dan Prasarana
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Gambar 16. PAGU DAN REALISASI DIPA (01)

a. Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai mendapat Anggaran
sebesar Rp. 3.919.462.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas
Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah). Realisasi Anggaran
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

Tabel 60. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai

JENIS BELANJA PAGU

e b e ity e ST sl

Belanja Gaji Pokok | 4 405 999 000

0
1 PNS 99,99%
Belanja Pembulatan i
Z Gaji PNS 23.000 22.550 450 98,04%
Belanja Tunjangan ”
3 Suami/lstri PNS 110.337.000 110.336.602 398 99,99%
Belanja Tunjangan &
4 Anak PNS 29.811.000 29.810.162 838 99,99%
Belanja Tunjangan
5 Struktural PNS 31.380.000 31.380.000 0 100%
g | Belania Tunjangan | 4 594 550 000 | 1.693.520.000 0 100%
Furgsmnal PNS
Belanja Tunjangan
7 PPH PNS 168.281.000 168.280.525 475 99,99%
Belanja Tunjangan
8 Beras PNS 88.932.000 88.931.760 240 99,99%
9 E‘;’g”’a Uang Makan | 594 739 000 |  285.073.000 | 5.666.000 98,05%
Belanja Tunjangan
10 | Umum PNS 13.440.000 | 13.440.000 | 0 | 100% |

b. Untuk Belanja Non Operasional Perkantoran mendapat anggaran sebesar Rp.
39.800.000,- (Tiga puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu rupiah). Realisasi
Anggaran Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai berikut :
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Tabel 61. Belanja Non Operasional Perkantoran

Operasional 94,26%

Belanja Perjalanan
Dinas dalam Negeri |

100%

dan Pemeliharaan Perkantoran

c. Untuk Penyelenggaraan Operasional
mendapat anggaran sebesar Rp. 1.282.340.000,- (satu Milyar Dua Ratus
Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Realisasi

Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

sebagai berikut :

Tabel 62. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Belanja Keperluan
Perkantoran

488.000.000

486.804.440

1.195.560

99,76%

Belanja Pengiriman
Surat Dinas Pos
Surat

12.000.000

10.661.600

1.338.400

88,84%

Belanja Honor
Operasional
Satuan Kerja

53.280.000

53.280.000

100%

Belanja Barang
Operasional
Lainnya

43.464.000

42.820.000

644.000

98,51%

Belanja Barang
Operasional -
Penanganan
Pandemi COVID-
19

7.350.000

7.349.435

565

99,99%

Belanja Barang
Persediaan Barang
Konsumsi

36.502.000

36.501.500

500

99,99%

Belanja Barang
Persediaan -
Penanganan
Pandemi COVID-
19

7.000.000

6.994.120

5.880

99,91%

Belanja Langganan
Listrik

168.000.000

162.894.657

5.105.343

96,96%

Belanja Langganan
Telepon

1.800.000

1.030.880

769.120

57,27%

10

Belanja Langganan
Air

2.400.000

1.961.000

439.000

81,70%

11

Belanja Sewa
Rumah Dinas
Hakim

45.360.000

42.820.000

2.540.000

94,40%

12

Belanja
Pemeliharaan
Gedung dan
Bangunan

128.825.000

128.824.560

440

99,99%

13

Belanja
Pemeliharaan
Gedung dan

Bangunan Lainnya

79.200.000

79.200.000

100%
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- Belana
Pemeliharaan 174.359.000 174.359.000

Peralatan Mesin
Belanja perjalanan

34.800.000 34.800.000

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM
Pagu dan Realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah
sebagai berikut:
DIPA 03 : Rp. 214.328.000,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh
Delapan Ribu Rupiah) Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Umum Sebagai berikut :

Tabel 63. PAGU DAN REALISASI DIPA (03)

| ey

No|  JENISB

BIajaJ SN0l T e R | SR, 1 .

1 e il 31.200.000 | 31.200.000 0 100%
Belanja Pengiriman

2 Surat Dinas Pos Pusat 3.250.000 1.246.700 | 2.003.300 38,36%

3 | Belanja Bahan 30.250.000 | 23.029.400| 7.220.600 76,13%
Belanja Barang

4 | Persedian Barang 129.135.000 | 129.135.000 0 100%
Konsumsi
Belanja Perjalanan

5 Difse Dl 20.493.000 | 20.150.000 343.000 98,32%

m

m Eeania lasakonsultas

100 000_0DO m Beana Pengirman Surat
Dinas Pas Pusa
-lalle 5 5]
B0.G00.000 m Benja Bahan
60.000.000
m Beklnia Barang Persedian
20.000.0C0 Barang Konsumsi

m Belanja Perjaianan Dnas
Dalam

Gambar 17. PAGU DAN REALISASI DIPA (03)
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C.

MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mendapatkan realisasi dan capaian kinerja yang semakin baik, maka sangat

diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing indikator kinerja utama (IKU) dengan

cara:

1.

Mengisi laporan realisasi bulanan perjanjian kinerja yang terdapat dalam aplikasi  komdanas

Mahkamah Agung Rl dengan link https://komdanas.mahkamahagung.go.id. Realisasi
didapatkan dengan memasukkan data input dan ouput yang terdapat dalam masing-masing
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sekayu setiap bulannya dalam aplikasi
Komdanas.

Melaksanakan rapat evaluasi untuk membahas realisasi dan capaian masing-masing Indikator
Kinerja Utama (IKU).

Membahas kendala yang ada, penyebab dan langkah penyelesaian terhadap realisasi Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target.

Evaluasi akuntabilitas kinerja telah di supervisi dan dilaksanakan pembahasan-pembahasan,
sesuai dengan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
tahun 2021 Nomor : W6-U/2940/0T.01.1/VI11/2021 tanggal 23 Juli 2021.

Adapun perbaikan dari hasil evaluasi tersebut adalah :
A. Perencanaan Kinerja
1. Dokumen Renstra
+ Telah disempurnakan target dalam dokumen Renstra agar selaras dengan
RPJMN/Renstra; berdasarkan indikator yg SMART; dan berdasarkan basis data yang
memadai.
* Telah disesuaikan dokumen Renstra agar selaras dengan dokumen RPJMN/Dokumen
Renstra atasannya. Indikator sasaran pada dokumen Matriks Renstra agar berpedoman
pada indikator aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung
2. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan

* Telah disempumakan target dalam dokumen RKT agar relevan dengan indikatomya,
berdasarkan indikator yang SMART dan berdasarkan basis data yang memadai.

+ Target-target kinerja dalam dokumen RKT yang merupakan breakdown dari target-target
kinerja dalam dokumen Renstra telah diselaraskan

3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)

* Menyempumakan target kinerja yang diperjanjikan agar relevan dengan indikatornya,
berdasarkan indikator yang SMART dan berdasarkan basis data yang memadai.

* Menyempumakan target-target kinerja dalam dokumen PK yang merupakan breakdown

dari target-target kinerja dalam dokumen RKT agar selaras.
B. Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 telah ditetapkan dan menggambarkan
kualitas kinerja sesuai dengan IKU yang ada di dalam perencanaan e-SAKIP (Komdanas).
IKU telah digunakan dalam Renstra, RKT dan PKT.
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C. Pelaporan Kinerja
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) telah menyajikan evaluasi dan analisis
capaian kinerja untuk empat Sasaran Strategis dan masing-masing Indikator
Kinerjanya.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) telah menyajikan data bulanan perkara
pidana dan perdata dan data pembandingnya tahun lalu.
D. Evaluasi Internal
- Evaluasi internal dilaksanakan dengan menggunakan Ceklist kertas kerja evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengisian realisasi masing-masing IKU
pada e-SAKIP setiap bulannya.
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2021 merupakan gambaran
capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat
ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan
berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian Kinerja Pengadilan
Negeri Sekayu tahun 2021 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang
ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan
perbaikan untuk tahun 2022.

Pencapaian seluruh sasaran tersebut menunjukkan adanya komitmen dari seluruh
jajaran Pengadilan Negeri Sekayu untuk berkontribusi nyata dan berperan serta dalam
program pelayanan hukum secara nasional. Keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian
kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja di masa
mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal
melalui pendekatan efisiensi dana yang tersedia dan perencanaan yang baik.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2021 diharapkan dapat
memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh
Pengadilan Negeri Sekayu serta sebagai wujud tranparansi dan akuntabilitas Pengadilan
Negeri Sekayu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang
diembannya.

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Sekayu
telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih dan berwibawa, sebagai pondasi
dasar untuk melanjutkan pencapaian tujuan dan visi pada dari tahun ke tahun berikutnya.
Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang
maksimal, akan tetapi kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan
semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam
rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan Umum
sebagaimana diharapkan.

Permasalahan-permasalahan yang timbul ditahun 2021 seperti keterlambatan
pelaksanaan kegiatan, kualitas dan kuantitas SDM, keterbatasan prasarana dan sarana
akan diantisipasi di tahun 2022 dengan akan terus mengontrol pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan yang direncanakan, mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi keahlian
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pengadaan barang/jasa pemerintah, Kearsipan, Jurusita Pengganti, Panitera Pengganti dan
lain sebagainya.

Pada bidang kinerja pelayanan publik telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan
pelaksanaan tugas, di antaranya dengan memberikan pelayanan prima dalam penerimaan
perkara, pemanggilan para pihak, meningkatkan disiplin pelaksanaan persidangan,
meningkatkan ketepatan waktu dalam memberikan produk pengadilan yang dibutuhkan
masyarakat, serta membuka secara luas akses masyarakat terhadap informasi pengadilan
sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada tahun 2011 Pengadilan Negeri Sekayu telah
mulai menerima pengaduan masyarakat sehubungan dengan jalannya proses peradilan
dan masyarakat pun dapat melakukan pengaduan secara mandiri melalui website
https://siwas.mahkamahagung.go.id.

Adapun permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Sekayu dalam pelaksanaan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau
hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya antara lain kurangnya Sumber
Daya Manusia dan sarana prasarana.

Menyadari sifat ephemiral (keterbatasan dalam berbagai hal), kami yakin laporan ini
sangat jauh dari kesempurnaan dalam penyajian prinsip tranparansi dan akuntabilitas
seperti yang diharapkan, namun harapan kami semoga masyarakat atau pihak yang
berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan
Negeri Sekayu dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan tugas
dalam memberikan pelayanan hukum kepada mayarakat maupun pengelolaan prasarana
dan sarana.

Mudah-mudahan di masa datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang
berkepentingan terhadap LKJiP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan.

B. REKOMENDASI

1. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Peradilan Umum
dimasa mendatang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat
meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran operasional Kantor, anggaran
pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung, dan belanja modal untuk menunjang
fasilitas pada Pengadilan Negeri Sekayu.

2. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran
dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia
untuk peningkatan penyelesaian perkara.

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) sebagai alat evaluasi kinerja.
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4. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LK]jIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah yang terdiri dari unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan, agar data
yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah prosespenyusunan.

5. Untuk mencapai keberhasilan dalam program yang telah ditetapkan dalam sasaran
kerja dan indikator kerja, diperlukan Sumber Daya Manusia yang cakap dan handal,
Sistem Operasional Prosedur yang telah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku,
kerja sama yang baik dan kedisiplinan tinggi setiap personil di Pengadilan Negeri
Sekayu serta memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peradilan
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